Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Stn

sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXX bin XXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Supir Rental, tempat kediaman di XXXXXXX,
RT.003/RW.002, Kampung XXXXXXX, Distrik  Sentani,

Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX binti XXXXXXX, umur 40 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, No
640, RT.002/RT.004, Kelurahan XXXXX, Distrik Sentani,

Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal
10 Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1426
Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor 131/06/VI11/2005, tanggal 11 Agustus 2005;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
XXXXXXX, sebagaimana alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yang bernama;

a. Dinda Ariyani Nurrisma binti XXXXXXX, umur 15 tahun;

b. Dimas Haryo Yunanto bin XXXXXXX, umur 14 tahun;

c. Dini Anggraeni binti XXXXXXX, umur 9 tahun;

bahwa anak Peratama dan Kedua berada pada asuhan Pemohon, dan anak
ketiga berada pada asuhan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2012, hal ini disebabkan karena:

a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
b. Pemohon sering menasehati termohon untuk berhenti berhutang , namun
Termohon tidak menghiraukan Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon pada bulan Februari 2015 terjadi pisah tempat tinggal bersama,
karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jalan
XXXXXXX, sebagaimana alamat Termohon di atas;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga
Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sentani Cqg. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX)

di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah, Nomor 131/06/VI1/2005 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten

Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2005. Bukti tersebut telah bermeterai

cukup, telah dicap posa dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXX, umur 54 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, RT.03, RW. 02,
Kelurahan XXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
tetangga di XXXXXXX-Sentani;
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- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
XXXXXXX dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak
yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan karena Termohon
sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon

- Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat
tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal
bersama ;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada komunikasi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXXXX binti XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, RT. 003, RW.
002, Kelurahan XXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
tetangga di XXXXXXX-Sentani;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
XXXXXXX dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak
yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan karena Termohon
sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon

- Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Pemohon dan

Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat
tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal
bersama ;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada komunikasi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga
sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh
Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz Il hal. 405
yang bunyinya sebagai berikut;
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Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam,
kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya".;
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Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon
agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan
permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada
dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Juni 2012 antara Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak
mau mendengar ketika di nasehati oleh Pemohon hingga akhirnya terjadi pisah
tempat tinggal pada tahun 2015 yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun sampai
diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap telah mengakui
atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon
tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus
2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P,
sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 10 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eko
Sutowo bin Sanrokis dan Khamidah binti Arti Wikrama, para saksi tersebut
adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah
di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat
materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah
memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil
maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis,
keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan
perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2012 hingga akhirnya tahun 2015 Termohon
meninggalkan tempat tinggal.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun
tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat
tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena
Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat
sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan
sebagaimana Al-Qur’an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga
yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki
oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan
perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon,
karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih
maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan
leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika
dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar
bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fighiyah yang selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

tllanll cd> (e pado aw Lol s )

Artinya: “Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan
kemaslahatan atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan
kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim
memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam
perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada
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siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih
dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

tersebut sudah pecah (Brokken Marriage);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaiman
tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami
dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis
Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor: 44
K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa
bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak
berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis
Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara
yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu

mengetengahkan dalil Al-Qur’an dalam surah Al- Bagarah ayat (227) berbunyi:
orle grom alll 9ls GWMall Igo e olg

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah
berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
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dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk

menceraikan Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX)
di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Zulga'dah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.l, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I, dan Muh. Rijal Maggaukang, S.HI masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
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sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.l, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Wisnu Indardi, S.H.I Muh. Rijal Maggaukang, SHI
Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 356.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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